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TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perlu disusun
dan ditetapkan Rencana Kerja  Pemerintah Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2018;

bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan
ekonomi dan keuangan daerah, maka perlu menetapkan
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Pasuruan Tahun 2018;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita
Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
Republik Indonesia Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun
2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor
4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor :
114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

10.Peraturan Presiden Republik Indonesia No 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun
2014 No 1990);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencananaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana KerjaPemerintah Daerah;



14.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor
204);

15.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun
2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor
267);

16.Peraturan  Daerah  Kabupaten Pasuruan  Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016
Nomor 8, Tambahan Lembaran Naerah Nomor 290).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

(1)

Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
Bupati adalah Bupati Pasuruan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
DPRD Kabupaten Pasuruan.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut
PRKPD adalah Dokumen Perubahan Perencanaan Daerah untuk periode
tahun 2018.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD
adalah APBD Kabupaten Pasuruan tahun 2018.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang selanjutnya
disebut PPASP adalah rancangan program prioritas dan patokan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja
Anggaran Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (RKA OPD) setelah
disepakati dengan DPRD.

Pasal 2

PRKPD Tahun 2018 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai
berikut:

a. BABl :PENDAHULUAN
b. BABII :EVALUASIHASILTRIWULAN IITAHUN 2018



BAB Il : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV :SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGU NAN DAERAH
BABV :RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

f. BABVI :PENUTUP

(2) PRKPD Tahun 2018 tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

® oo

(1) PRKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai pedoman Tim
Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun KUA dan PPASP untuk
kemudian dimintakan persetujuan DPRD.

(2) PPASP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah mendapat
persetujuan DPRD selanjutnya menjadi  Pedoman  menyusun  APBD
Perubahan Tahun 2018.

Pasal 4

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten
Pasuruan Tahun 2017 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 6 Agustus 2018

Pj. BUPATI PASURUAN,

Ttd.

ABDUL HAMID
Diundangkan di Pasuruan

pada tanggal 6 Agustus 2018

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd.

AGUS SUTIADJI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 NOMOR 21



	5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

